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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Penguatan Kewenangan Ombudsman Dalam Praktek
Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Penelitian ini dilakukan secara normatif
yang mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan menganalisis
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
untuk memperkuat data dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adala untuk
mengetahui pelaksanaan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, dan untuk mengetahui upaya apa apa
yang diperlukan untuk penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan pertama, Ombudsman merupakan lembaga negara yang
berwenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh pemerintah atau swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN dan/atau APBD. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat
mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh terlapor atau atasan terlapor,
apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian
Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan/atau atasan terlapor serta membuat
laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR dengan demikian dapat
diakatakan rckomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Kedua, Upaya penguatan kewenangan Ombudsman Republik
Indonesia dapat diwujudkan dengan merevisi Undang-Undang Ombudsman Republik
Indonesia. Salah satu kewenangan yang perlu diberikan kepada Ombudsman adalah
kewenangan untuk melakukan eksekusi, karena mengingat Ombudsman merupakan
lembaga non litigasi sehingga penyelesaian sengketanya tidak perlu memalui

mekanisme pengadilan.
Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, Penguatan Kewenangan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi suatu lembaga negara sangat erat kaitannya dengan keberadaan
negara yang berdaulat, yang merupakan alat kelengkapan yang ada pada suatu
negara.® Dalam teori hukum tata negara, sebuah negara baru dapat dikatakan
berdaulat apabila negara tersebut memenuhi empat syarat, yaitu memiliki wilayah
tertentu luas dan batasnya, ada rakyat, ada pemerintahan, dan mendapat pengakuan
negara lain sebagai negara yang berdaulat. Begitu pula eksistensi suatu lembaga
negara, setiap alat kelengkapan negara dapat memiliki organ-organ lain untuk
membantu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.
Kendati demikian, kenyataannya tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap
negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kehidupan politik negara
tersebut, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di negara tersebut.?

Pada hakikatnya tugas pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat (public service) atau pemerintah adalah pelayan

bagi masyarakat. Keberadaan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada

195.

! Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Rajawali Pers, Depok, 2017, him.

2 1bid.



masyarakat serta menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan anggota
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya demi
mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Oleh karena itu pemerintah
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang
baik dan profesional.> Karena penyelenggaraan negara yang baik dan bersih
merupakan harapan dan keinginan setiap warga negara.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari didirikannya Negara
Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana hal ini diwujudkan dalam pelayanan
umum yang layak sebagaimana yang diamanat dalam konstitusi.* Hal ini juga
sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh reformasi yaitu perubahan kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang didasarkan pada penyelenggaraan
negara yang demokratis yang bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian
hukum untuk seluruh warga negara Indonesia.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan profesional bisa
tercapai apabila pemerintah dapat meningkatkan mutu aparatur penyelenggara
negara dan pemerintahan serta penegakan asas-asas umum pemerintahan yang

baik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan

3 Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013,
him. 55
4 Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



pelayanan publik serta penegakan hukum, diperlukan keberadaan lembaga
pengawas yang secara efektif mampu mengawasi tugas penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Lembaga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu
organ atau badan kenegaraan yang memiliki fungsi menyelenggarakan
pemerintahan negara, dan antar lembaga negara yang ada harus bekerjasama dan
bersinergi dalam mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan dalam UUD NRI
1945.°

Menurut Zainal Arifin Mochtar, setelah amandemen UUD NRI 1945 suatu
lembaga negara setidaknya harus memiliki tujuh ciri agar dapat dikatakan sebagai
lembaga negara independen, yaitu:®

1. Bukan cabang kekuasaan utama;

2. Pemilihan pimpinan dengan seleksi;

3. Pemilihan dan pemberhentian berdasar aturan;

4. Proses deliberasi kuat;

5. Kepemimpinan kolektif dan kolegial;

6. Kewenangan devolutif untuk self regulated;

7. Legitimasi dari Undang-undang.

5 Marwan Mas, Op. Cit. him. 196.
6 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi
Penataannya Pasca-Amandemen Konstitusi, RajaGrafindo, Depok, 2016, him. 62.



Ombudsman’ merupakan salah satu lembaga negara independen yang ada di
negara Republik Indonesia adalah yang dibentuk pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid. Ombudsman Republik Indonesia itu berdiri pada
tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44Tahun 2000,
sedangkan undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri
baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang disahkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ini, menjadi dasar Ombudsman Republik Indonesia untuk

menjalankan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Satjipto Raharjo Indonesia perlu membentuk lembaga Ombudsman
sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan
dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang
sebagai konsekuensi penerapan ide negara Welfare State yang membuka peluang
besar bagi pemerintahan untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.® Sehingga tidak dapat diragukan lagi
bahwa ombudsman merupakan salah satu pilar demokrasi yang memajukan dan

menghormati asas negaea hukum sekaligus merupakan kebutuhan bagi kekuatan

" Ombudsman menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan
oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara, badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

8 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia, Laksbang, Yogyakarta, 2005, him. 11.



demokrasi sipil, terutama bagi negara yang sedang transisi menuju negara yang
demokratis.® Sehingga tidak salah apabila dikatakan Ombudsman Republik
Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita

bangsa Indonesia.

Akan tetapi sejak berdiri hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui peran dan tugas Ombudsman, karena selama ini masyarakat tidak
begitu tertarik dengan isu tentang pelayanan umum. Masyarakat lebih banyak
menyoroti isu-isu yang sifatnya lebih elite seperti korupsi, kepemimpinan
nasional, isu politik, dan isu-isu lainnya. Lebih dari itu tantangan Ombudsman
tidak hanya sebatas pada tugas pokoknya menangani pengaduan,tetapi lebih dari
pada itu mendorong perbaikan kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Salah satu hasil dari pemeriksaan Ombudsman dalam ranka mengawai
penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan mengeluarkan rekomendasi

untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan terlapor.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman adalah dengan
mengeluarkan rekomendasi kepada terlapor dan atasan terlapor. Rekomendasi
adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi

Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti

® Suparman Marzuki, “Komisi Ombudsman Daerah dan Good Governance”, Jurnal Hukum,
Vol. 10 No. 22 januari 2003, him. 19.
10 Marwan Mas, op. cit. him. 161.



dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang
baik. Namun, hasil rekomendasi Ombudsman yang disampaikan kepada Terlapor
tidak mempunyai daya paksa terhadap lembaga yang dituju, sehingga rekomendasi
tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum. Hal tersebut dapat
dibuktikan pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman bahwa bagi lembaga yang tidak melaksanakan rekomendasi hanya
akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta akan

dipublikasikan.!!

Eksistensi Ombudsman sangat tergantung pada kemampuannya melakukan
pendekatan dan koordinasi kepada lembaga pemerintahan lainnya guna
memperkuat kewenangan yang diberikan kepadanya, serta bobot rekomendasi
yang diberikannya. Berdasarkan hal tersebut, membuat kewenangan Ombudsman
Republik Indonesia masih dinilai lemah sehingga seringkali rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Ombudsman tidak dijalankan oleh lembaga pemerintahan.
Misalnya Ombudsman Republik Indonesia yang mengeluarkan rekomendasi
tertanggal 18 Februari 2015 terhadap Polri terkait kasus yang melibatkan Bambang
Widjojanto mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat
rekomendasinya, Ombudsman menganggap aksi tangkap tangan terhadap

Bambang tidak dibenarkan karena tidak melalui proses penyelidikan terlebih

11 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4899.



dahulu. Selain itu, Ombudsman menilai, penyidik Badan Reserse Kriminal Polisi
Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang menangkap Bambang telah melakukan
kesalahan administrasi. Namun, pada saat itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti
belum melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI tersebut. Dua surat balasan
dari Polri kepada Ombudsman pun tidak ada yang menjelaskan bahwa

rekomendasi telah dijalankan.!?

Kurang tegasnya kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik
Indonesia tentu saja disadari oleh anggota ombudsman itu sendiri, ini terbukti dari
pertemuan Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Wakil Presiden Jusuf
Kalla. Menurut Amzulian Rifai Ketua Ombudsman Republik Indonesia,
belakangan ini harapan masyarakat terhadap Ombudsman meningkat tajam,
dengan demikian Ombudsman meminta penguatan wewenang agar setiap
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dapat menjadi perhatian yang
serius oleh pemerintah demi terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik.** Hal
serupa juga diutarakan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
ICW, Tama Satya Langkun. Menurutnya Ombusman perlu meningkatkan
kewenangan, agar bisa memberikan sanksi untuk lembaga pelanggar rekomendasi

dari Ombudsman, lebih lanjut Tama Mengungkapkan Sebagai upaya mendapatkan

https://nasional.kompas.com/read/2015/02/25/14071681/Polri.Diminta. Tindak.L anjuti.Reko
mendasi.Ombudsman.agar. Tak.Memperkeruh.Konflik. diakses pada kamis 31 januari 2019 pukul
11.45 WIB.
Bhttps://news.detik.com/berita/4260967/temui-ik-ombudsman-minta-penguatan-lembaga
pada hari senin 28 januari 2019, pukul 14.06 WIB.



https://nasional.kompas.com/read/2015/02/25/14071681/Polri.Diminta.Tindak.Lanjuti.Rekomendasi.Ombudsman.agar.Tak.Memperkeruh.Konflik
https://nasional.kompas.com/read/2015/02/25/14071681/Polri.Diminta.Tindak.Lanjuti.Rekomendasi.Ombudsman.agar.Tak.Memperkeruh.Konflik
https://news.detik.com/berita/4260967/temui-jk-ombudsman-minta-penguatan-lembaga

kewenangan, dia menyarankan Ombudsman untuk memperjuangkannya melalui
jalur DPR dengan revisi undang undang. Karena menurutnya jika berbicara
masalah kewenangan pasti merujuknya akan ke undang-undang yang akan

memberi kewenangan itu sendiri.'*

Berdasarkan pada uraian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-
hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga
penulis  mengangkat sebuah  judul  skripsi  yaitu: PENGUATAN
KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PRAKTEK

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDINESIA.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi
inti permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penguatan kewenangan Ombudsman Republik

Indonesia ?

Yhttps://indopos.co.id/read/2018/03/10/130404/icw-ombudsman-perlu-penguatan
kewenangan pada hari senin 28 januari 2019, pukul 14.00 WIB.



https://indopos.co.id/read/2018/03/10/130404/icw-ombudsman-perlu-penguatan%20kewenangan
https://indopos.co.id/read/2018/03/10/130404/icw-ombudsman-perlu-penguatan%20kewenangan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Ombudsman Republik
Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang diperlukan untuk penguatan

kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Peneliatan skripsi ini diharapkan berguna baik untuk menambah ilmu
pengetahuan maupun dalam ilmu hukum tata negara, khususnya dalam
peningkatan pelayanan publik agar menjadi lebih baik lagi. Serta
diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi masukan bagi penelitian
berikutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman yang
berartti bagi praktisi hukum dibidang hukum tata negara khususnya
terhadap Ombudsman Republik Indonesia dan, mahasiswa maupun pihak

lain yang berhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
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E. Ruang Lingkup
Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup analisis pada
kewenangan-kewenangan yang dimiliki olehn Ombudsman Republik Indonesia yang
termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, serta upaya-upaya untuk penguatan kewenangan Ombudsman

Republik Indonesia.

F. Kerangka Teori
Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Teori Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “Rechtsstaat”.*®
Salah satu tokoh yang mengenalkan konsep negara hukum adalah Julius Stahl,
menurutnya konsep negara hukum itu meliputi empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara, Surabaya, Bina lImu, Surabaya, 1987, him. 30.
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Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945,
negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan

berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).®

Untuk menjamin ketertiban hukum, penegakan hukum dan tujuan hukum,
haruslah memiliki fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga yang berperan
dalam penegakan hukum itu sendiri. Fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam
penegakan hukum fungsi pengawasan, karena dalam perkembangnnya
wewenang pemerintah sangatlah luas, terutama karena adanya delegasi dari
pembuat undang-undang kepada pemerintah untuk membuat aturan pelaksana.
Oleh karena itu harus ada pengawasan terhadap kewenangan pemrintah yang

begitu besar ini.

Menurut Jimly Asshiddigie pada dasarnya negara hukum memiliki 12
prinsip pokok yang menjadi pilar-pilar penunjang berdirinya negara hukum itu
sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sebenarnya, ke 12

prinsip tersebut antara lain:’

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); yaitu hukum sebagai panglima
tertinggi, dan semua permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum.

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); yaitu persamaan

16 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, him.
34.

17 Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan
dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam
Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.
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kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan.

. Asas Legalitas (Due Process of Law); yaitu bahwa segala kebijakan
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pembatasan Kekuasaan; untuk mencegah kekuasaan yang terlampau
besar maka diperlukan pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ
Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan.
Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam upaya membatasi kekuasaan
itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan
kelembagaan pemerintahan yang bersifat “independent™, seperti Komisi
Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman,
Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Independensi lembaga atau
organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi,
karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk
melanggengkan kekuasaan.

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; hal ini mutlak harus dimiliki oleh
suatu negara hukum. Hakim dalam memutus perkara harus bebas dari
tekanan pihak manapun.

Peradilan Tata Usaha Negara; Penyebutan Peradilan TUN secara khusus
memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak menggugat
keputusan pejabat administrasi negara.

Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); yaitu pembentukan
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Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya jaminan konstitusional
penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi
manusia ini dimasyarakatkan secara luas dalam rangka penghormatan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang
penting suatu Negara Hukum yangdemokeratis.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); kedaulatan berada
ditangan rakyat, negara menjamin partisipasi rakyat dalam setiap
kebijakan negara.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat); Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; yaitu keterbukan pembuatan dan
penengakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam
ketatanegaraan dapat diperbaiki bersama oleh peran serta masyarakat
secara langsung.

2. Teori Pengawasan Pelayanan Publik
Pengawasan pelayanan publik memiliki makna sebuah proses pengukuran
kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil (output dan
outcomes) sesuai dengan apa yang diharapkan serta menjamin segala sesuatu

berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang sudah



14

ditetapkan.® Lord Acton mengatakan bahwa pada dasarnya kekuasaan sekecil
apapun itu cenderung untuk disalahgunakan.'® Maka adalah suatu hal yang
wajar apabila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang
merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus kearah
kesewenang-wenangan, yang berarti bertentangan dengan negara hukum.?
Pengawasan adalah langkah pencegahan untuk memaksakan kepatuhan,
sedangkan penerapan sanksi adalah langkah menekan untuk memaksakan
kepatuhan warga negara terhadap suatu norma hukum yang dibuat oleh
pemerintah.?! Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dejelaskan bahwa fungsi pengawasan dalam
pelayanan publik dapat dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas
eksternal.?? Pengawas internal berfungsi sebagai fungsi pengawasan pada level
dasar, karena pengawas internal berada di dalam instansi diharapkan dapat lebih
banyak mengetahui seluk beluk dan karakter pelaksana pelayanan publik
beserta potensi penyimpangan yang mungki terjadi, jika fungsi pengawasan
oleh pengawas internal gagal bereaksi atau berfungsi dengan baik, maka harus

ada peran dari fungsi pengawasan level lanjutan, yakni pengawasan eksternal.

18 https://www.academia.edu/37872021/pengawasan_pelayanan publik.pdf. Diakses pada
kamis 14 februari 2019 pukul 21:08 WIB.

19 Diana Halim Koentjoro, Op.Cit. him. 70.

20 |bid.

21 Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah, Yogyakarta: Ull Press, 2009, him. 122,

22 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038. Pasal 35.
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Lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengawasan pelayanan publik oleh
pengawasan internal dapat dilakukan melalui:

a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengawasan eksternal
penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Pengawasan olenh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Teori Checks and Balances
Prinsip Checks and Balances merupakan prinsip dalam ketatanegaraan

yang menghendaki agar setiap cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan
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yudikatif berada sejajar dan saling mengimbangi satu sama lain.?® Hal ini berarti
tujuan dari checks and balances ini adalah agar memaksimal fungsi masing-
masing lembaga negara dan mengindari kesewenang-wenangan lembaga
negara. Hal ini yang mengakibatkan dala hal-hal tertentu salah satu cabang
kekuasaan dapat turut campur dalam urusan tindakan lembaga negara lain yang
bertujuan untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara
efektif.

Prinsip Checks and Balances ini merupakan salah satu alasan utama
Amandamen UUD 1945, hal ini secara tegas dinyatakan oleh MPR RI bahwa
salah satu tujuan Perubahan UUD 1945 adalah penyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian
kekuasaan, sitem saling mengawasi dan saling mengimbangi (Checks and
Balances) yang lebih ketat dan terbuka.?

Menurut Mahfud MD prinsip-prinsip Checks and Balances dapat
dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut:%

1. Kewenangan untuk melakukan tindakan diberikan kepada lebih dari

satu lembaga negara;

2. Kewenangan untuk mengangkat pejabat negara tertentu diberikan

23 Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, him. 160.

24 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, him. 64.

25 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hIm. 147.
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kepada lebih dari satu lembaga negara;

3. Upaya hukum impeachment satu lembaga tertentu terhadap lembaga
lainnya;

4. Pengawasan secara langsung oleh lembaga negara terhadap lembaga
negara lainnya; dan

5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memutus sengketa

antara eksekutif dan legislatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini, tipe
penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang artinya
penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun
pengertian penelitian hukum normatif yang diperkenalkan oleh Werner Menski
(dalam bukunya, Comparative Law in a Global Context: The legal System of Legal
Pluralism) adalah Pendekatan Jurisprudential’ atau kajian normatif hukum, yang
memfokuskan kajianya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh
yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-
aturan (tertulis maupun tidak tertulis).?® Menurut Peter Mahmud Marzuki

penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan-aturan dan

26 Achmad Ali, Menguak teori Hukum ,Volume 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him. 431.
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doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum.?’

2. Pendekatan Penelitian
Adapun macam-macam pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh
penulis, adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aproach)

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bersangkut paut dengan
permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.?® Pendekatan perundang-
undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari
konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-
Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang
yang lain.?®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting sebab
pemahaman terhadap teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori atau doktrin akan

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2007, him.35.
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, him. 136
2 |pid.
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lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan.®
3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penulisan
skripsi ini adalah buku teks yang berhubungan dengan lembaga negara dan
pelayanan publik. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum
dan tulisan-tulisan hukum yang kualifikasi dan isinya sesuai dengan penulisan
skripsi ini.

¢. Bahan Hukum Tersier

%0 1bid, him. 139.



20

Bahan hukum ini pada dasarnya hanyalah penunjang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya adalah abstraksi peraturan
perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dIl.3! Selain itu
bahan hukum ini juga terdiri dari tulisan-tulisan ilmiah maupun berita dalam
surat kabar maupun media elektronik.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum, mengidentifikasi bahan-bahan tersebut dan
melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum tersebut. Penelitian dengan bahan
kepustakaan adalah memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif dan isi
yang masih relevan dengan perkembangan hukum pada saat ini.
5. Teknik Analisis dan Pengambilan Keputusan
Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dilakukan dengan kajian
identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisirkan dan diolah melalui metode
penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan
melakukan pengambilan kesimpulan.
6. Teknik Penarika Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini memakai metode
Deduktif. Metode Deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan

mengamati sejumlah peristiwa umum dan kemudian menarik sebuah kesimpulan

31 Rahmad Baro, Penelitian Hukum Doctrinal, Makasar, Indonesia Prime, 2017, him. 117.
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yang berupa suatu gagasan atau simpulan khusus.?

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian yang lebih terarah dan
sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara garis besar latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan,
kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengulas tinjauan pustaka mengenai penjelasan
secara spesifik apa itu Ombudsman Republik Indonesia, sejarah perkembangan
Ombudsman Republik Indonesia, serta perbandingan Ombudsman Republik
Indonesia dengan lembaga sejenis di negara lain.
BAB Il PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan mengenai pelaksanaan
kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik indonesia dan menjelaskan apakah rekomendasi

yang dikeluarkan oleh Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta

32 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004, him. 102.
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upaya apa yang yang perlu dilakukan untuk penguatan kewenangan Ombudsman

Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang membangun
mengenai topik permasalahan pada skripsi yang akan berguna bagi pembaca

maupun penulis sendiri.
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